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BPHTB (1)

TB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas
tanah dan atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan
atau peristiwva hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Pemindahan hak meliputi: Jual beli, Tukar menukar, Hibah,
Hibah wasiat, Waris, Pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, Penunjukan pembeli dalam lelang, Pelaksanaan
putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggabungan
usaha, Pelebaran usaha, Pemekaran usah & Hadiah

Pemberian hak baru meliputi:

1.Pelepasan hak meliputi : Pencabutan & Pembebasan hak atas
tanah

2. Pemberian hak baru

UNIVERSITAS
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BPHTB (2)
Jenis Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan

UNIVERSITAS

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak
pengelolaan.

BPHTB hanya dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan yang bersertifikat saja.

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Hak guna usaha aalh hak utk mengusahakan tanah yg dikuasai
langsung oleh Negara dim jgk waktu sebagaimana yg ditentukan
oleh perundang-undangan yg berlaku

Hak guna bangunan adlh hak utk mendirikan & mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yg bukan miliknya sendiri dgn jgk
waktu yg ditetapkan dim UU Pokok Agraria
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BPHTB (3)

Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang
dan kewajiban yg ditentukan dalam keputusan pemberiannya
oleh pejabat yg berwenang atau dim perjanjian dgn pemilik
tanahnya yg bukan perjanjian sewa menyewa

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagai limpahan kepada
pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan
peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk
keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian
dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja
sama dengan pihak ketiga.

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas
satuan bersifat perseorangan dan terpisah.
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BPHTB (4)

jek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek
pajak yang diperoleh :

1.Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik

2.Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau
untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
3.Badan atau perwakilan organisasi internasional yang
ditetapkan dengan keputusan menteri.

4.0rang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena
perbuatan hukum lain dengan tidak mengubah nama.
5.0rang pribadi atau badan karena wakaf

6.0rang atau badan yang digunakan untuk kepentingan
Ibadah

UNIVERSITAS
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BPHTB (4)

saat terhutang BPHTB terjadi setelah wajib pajak membayar BPHTB
yang terutang. Artinya, wajib pajak membayar pajak terlebih dahulu
sebelum saat terhutang.

Saat terhutang BHTB adalah:

1.Sejak tgl dibuat & ditandatanganinya akta pemindahan hak dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, utk jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan dim perseroan / badan hukum lainnya, pemisahan hak yg
mengakibatkan peralihan, peng- gabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, hadiah.

2.Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan Haknya ke
kantor pertanahan, utk waris dan hibah wasiat.

3.Sejak tanggal penunjukan pemenang lelang

4 Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, untuk putusan hakim.

5.Sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak (SKPH), untuk pemberian hak baru atas tanah sbg
kelanjutan dari pelepasan hak dan di luar pelepasan hak.
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BPHTB (5)

Ilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Dasar pengenaan pajak adalah NPOP yang meliputi:

Jual beli adalah harga transaksi

Tukar-menukar adalah nilai pasar

Hibah adalah nilai pasar

Hibah wasiat adalah nilai pasar

Waris adalah nilai pasar

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya

adalah nilai pasar

Pemisahan hak yg mengakibatkan peralihan adlh nilai

pasar

8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar

9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari

pelepasan hak adalah nilai pasar

Sk wbh =~

™~
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BPHTB (6)

emberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak
adalah nilai pasar

9. Penggabungan usaha adalah nilai pasar

10. Peleburan usaha adalah nilai pasar

11.Pemekaran usaha adalah nilai pasar

12.Hadiah adalah nilai pasar

13.Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi
yang tercantum dalam Risalah Lelang
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BPHTB (7)
Sistem Pemungutan BPHTB

UNIVERSITAS

Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada
NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai
adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Sistem pemungutan BPHTB adalah self assessment dimana
WP diberi kepercayaan untuk menghitung dan membeyar
sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan SSB
(Surat Setoran BPHTB), dan melaporkannya tanpa
mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
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BPHTB (8)

Surat Setoran BPHTB (SSB)

Pajak yang terhutang dibayar di Bank Persepsi/ kantor Pos atau
tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dgn SSB.

SSB terdiri dari 5 rangkap dan dikirimkan paling lambat 7 hari
setelah tanggal pembayaran BPHTB.

—Lembar ke-1 untuk Wajib pajak sebagai bukti pembayaran.

—Lembar ke-2 untuk KPPBB atau KPP Pratama melalui Bank
Operasioanl V

—Lembar ke-3 untuk KPPBB yang disampaikan oleh WP

—Lembar ke-4 untuk tempat pembayaran BPHTB

—Lembar ke-5 untuk PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/
pejabat lelang/Pejabat pertanahan.

—Khusus DKI Jakarta ada 6 rangkap.

—Lembar ke-6 untuk Dipenda Propinsi DKI Jakarta

SSB juga berfungsi sebagai sarana balik nama Subjek PBB

>/I www.bsi.ac.id 4 N N N YN e T Copyright © September 2023




BPHTB (9)

Tarif pajak yang dikenakan atas objek BPHTB sebesar 5 %

Penghitungan Pajak BPHTB

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) XXX
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) XXX

(-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) XXX
Besarnya BPHTB terutang = 5 % X NPOPKP XXX
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BPHTB (10)

esarnya BPHTB Karena Pemberian Hak Pengelolaan,
seperti waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya
terhutang.

Besarnya BPHTB krn pemberian Hak Pengelolaan adalah:

1.0% dari BPHTB yang seharusnya terhutang, dalam hal ini
penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Pemda Provinsi, Pemda
Kabupaten/Kota, lembaga pemerintah lainnya, dan Perusahaan
Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas)
2.50% dari BPHTB yang seharusnya terhutang dalam hal
penerima Hak Pengelolaan selain tersebut diatas.
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Dalam Undang-undang BPHTB ditentukan bahwa atas
permohonan WP, pengurangan pajak yang terhutang dapat
diberikan oleh Menteri karena:

a.Kondisi ttt WP yg ada hubungannya dgn objek pajak.
b.Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab-sebab
tertentu.

c.Tanah dan/atau bangunan digunakan utk kepentingan
sosial atau pendidikan yg semata-mata tidak untuk mencari

keuntungan.
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BPHTB (12)

engurangan BPHTB Ditetapkan Sebesar
25% dari pajak yang terhutang untuk WP orang pribadi
yang memperoleh hak atas tanah dan atas bangunan
Rumah Sederhana, Rumah Susun Sederhana, serta
Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari
pengembang dan dibayar secara angsuran.

2. 50% dari pajak yang terhutang untuk :

a. WP badan yg memperolen hak baru selain Hak
Pengelolaan & tlh menguasai tanah dan atau bangunan
scr fisik lebinh dari 20 tahun yg dibuktikan dgn surat
pernyataan WP & keterangan dari Pejabat Pemda
setempat.

b. WPOP yg menerima hibah dari OP yg mempunyai

hubungan keluarga sedarah dim garis keturunan lurus

satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawanh.
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BPHTB (13)

. WP yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian
dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di
bawah NJOP.

d. WP yg memperoleh hak atas tanah sbg pengganti atas
tanah yg dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan
umum yg memerlukan persyaratan khusus.

e. WP badan yg melakukan penggabungan usaha (merger)
atau peleburan usaha (konsolidasi) dgn atau terlebih
dahulu mengadakan likuidasi & tlh memperoleh keputusan
persetujuan penggunaan Nilai Buku dim rangka
penggabungan atau peleburan usaha dari direktur
pajak.

f. WP yg memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yg

tidak berfungsi lagi seperti semula yg terjadi dim jgk waktu

paling lama 3 bulan sejak penandatanganan akta.
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BPHTB (14)

. WP Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan
reasuransi yang memperolen hak atas tanah dan atau
bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku
pemegang saham tunggal.

h. Tanah dan/atau bangunan digunakan utk kepentingan

sosial / pendidikan yg tdk utk mencari keuntungan.

3. 75% dari pajak yang terhutang untuk:

a. WP orang pribadi yg memperoleh hak baru melalui
program pemerintah di bidang pertanahan & tdk
mempunyai kemampuan secara ekonomis.

b. WP badan yg terkena dampak krisis ekonomi & moneter yg
berdampak luas pd kehidupan perekononomian nasional
shg WP hrs melakukan restrukturisasi usaha dan/atau
utang usaha sesuai dgn kebijaksanaan pemerintah
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BPHTB (15)

. WP pribadi veteran, PNS, TNI, POLRI, Pensiunan PNS,
Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda / dudanya
yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah
dinas Pemerintah.

UNIVERSITAS

4. 100% dari pajak yang terhutang untuk:

a. WP Bank Mandiri yg memperoleh hak atas tanah yg berasal dari
BBD, BDN, Bank Pembangunan Indonesia & Bank EXIM dim
rangkaian proses penggabungan.

b. WP Badan (KORPRI) yg memperoleh hak atas tanah & /
bangunan dim rangka pengadaan permahan bagi anggota
KORPRI/PNS.

c. WP yg domisilinya termasuk dim wilayah program rehabilitasi
dan rekonstruksi.

d. Tanah atau bangunan di Nangroe Aceh Darussalam yg selama
masa rehabilitasi digunakan utk kepentingan sosial dan
pendidikan yang tidak untuk mencari keuntungan
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BPHTB (16)

Permohonan Pengurangan BPHTB

Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan
BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB
terhutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.

Pengajuan pengurangan BPHTB diajukan kpd Kepala Kantor
Pelayanan PBB yg wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau
bangunan.

Permohonan pengurangan BPHTB ditulis dalam bahasa Indonesia
dengan dilampiri .

a.Fotokopi lembar ke-1 SSB

b.Fotokopi SPPT PBB untuk tahun terhutangnya BPHTB

c.Fotokopi Akta/Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak baru/
Putusan Hakim/ Sertifikat Hak atas Tanah atau hak milik atas
satuan Rumah Sususn/Dokumen lain

d.Fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ldentitas lain

e.Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa/Keterangan lainnya.
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Bea Materai

UNIVERSITAS

Bea Materai adalah pajak atas dokumen uang terutang sejak
saat dokumen tersebut ditandatangani pleh pihak pihak yang
berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika
dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

Dokumen adalah kertas yg berisikan tulisan yg mengandung
arti & maksud ttg perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi
seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
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Bea Materai

UNIVERSITAS

Perubahan kebijakan mengenai penggenaan bea materai diatur dalam
UU Nomor 10 Tahun 2020 pasal 5 tentang Bea Materai Baru dan Materai
Elektronik (e-Materai) yang mulai berlaku tahun 2021. Dalama Pasal 3 UU
ini menerangkan bahwa bea materai terbaru dikenakan tarif sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan keluarnya Undang Undang
tersebut, maka penggunaan materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) (yang
hanya berjumlah 1 (satu) lembar tidak berlaku lagi.

Dengan terbitnya peraturan ini maka koleksi bentuk materai yang selama
ini dikenal secara umum (berbentuk kertas yang penggunan nya ditempel)
bertambah dengan hadir nya Materai Elektronik.

Bea Materai digital (e-Materai) digunakan untuk dokumen yang bersifat
elektronik. Hal ini diperkuat dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2020 ITE
(Informasi dan Transaksi Elektronik) dimana pada Pasal 5 ayat 1
menyebutkan “Dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang
sah”
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Bea Materai (1)

UNIVERSITAS

OBJEK BEA MATERAI

Pasal 3 Undang Undang Nomor 10/2020 menjelaskan mengenai objek
apa saja yang harus dikenakan materai

1.Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dgn tujuan utk
digunakan sebagai alat  pembuktian mengenai perbuatan,
kenyataan/keadaan yg bersifat perdata

2.Akta-akta Notaris termasuk salinannya.

3.Akta-akta yg dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya

4.Dokumen Perdata berupa kertas maupun elektronik.

5.Surat yang memuat jumlah uang

6.Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, sek.

7/ .Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

8.Dokumen yg digunakan sbg alat pembuktian di muka pengadilan
9.Dokumen Lelang

10. Dokumen transaksi surat berharga
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Bea Materai (2)

Dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai adalah:

1. Dokumen yang berupa : Surat Penyimpanan Barang,

Konosemen, Surat angkutan penumpang dan barang,dan

surat-surat lainnya.

Segala bentuk ijasah.

Tanda terima gaji, uang pensiun, uang tunjangan, dan

pembayaran lainnya.

4. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara,
kas pemda dan bank.

5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk untuk
penerimaan lainnya yang disamakan dengan dengan itu
dari kas negara , kas pemda dan bank.

6. Tanda penerimaan uang yg dibuat utk keperluan intern

organisasi.

SEN
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Bea Materai (3)

okumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran
uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan
badan-badan lainnya yang bergerak dibidang tersebut.

8. Surat gadai yg diberikan oleh perusahaan jawatan
pegadaian.

9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek,
dengan nama dan dalam bentuk apapun.

UNIVERSITAS

Subjek Bea Materai antara lain:
1. Pemegang dokumen

2. Pihak yang mendapat manfaat
3. Penerima dokumen
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& Bea Materai (4)

Tarif & Batas Nominal

1.Tarif yang ditetapkan adalah tarif tunggal Rp 10.000.

2.Batas nominal yang dikenai tarif meterai Rp 10.000 hanya untuk dokumen
yang bernilai uang di atas Rp 5 juta. Di bawabh itu, tidak kena bea meterai.

UNIVERSITAS

SaatTerutang Materai Elektronik

*Saat dokumen dibubuhi Tanda Tangan (Surat perjanjian, akta Notaris dan
akta PPATK)

*Saat dokumen selesai dibuat (surat berharga dan dokumen transaksi surat
berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka)

*Saat dokumen diserahkan kepada pihak untuk Siapa Dokumen dibuat (surat
keterangan/pernyataan/lelang, dan surat yang menyatakan jumlah uang)

*Saat dokumen diajukan ke pengadilan (dokumen yang digunakan sebagai
alat bukti)

*Saat dokumen digunakan di Indonesia (untuk dokumen perdata yang dibuat
di luar negeri)
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Bea Materai (5)
Subjek Atau Pihak Yang Terhutang

*‘Penerima dokumen, Dokumen yang dibuat sepihak, terutang oleh
pihak yang menerima dokumen. Dokumen ini seperti kuitansi.

*‘Masing-masing pihak, Dokumen yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih,
terutang oleh masing-masing pihak. Dokumen ini biasanya berupa
perjanjian.

*Penerbit surat berharga, Dokumen berupa surat berharga terutang
oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.

‘Pihak yang mengajukan dokumen ke pengadilan, Dokumen yang
digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea Meterai terutang oleh
pihak yang mengajukan dokumen.

‘Penerima manfaat atas dokumen, Dokumen yang dibuat di luar
negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterainya terutang oleh pihak
yang menerima manfaat atas dokumen tersebut.

Pihak terutang artinya pihak yang memungut Bea Meterai contohnya
perbankan dan retail.
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Bea Materai (6)

Cara Membayar dan Penyetoran Materai Elektronik

‘Di dalam UU Bea Meterai terbaru ini juga diatur
mengenai mekanisme pemungutan Bea Meterai.

‘Terkait dengan tata cara pembayaran atau penyetoran
Bea Meterai sesuai UU terbaru ini, adalah melalui
Surat Setoran Pajak (SSP) dengan jenis kode setoran Bea
Meterai ditentukan kemudian oleh DJP

Sanksi Denda

UU Bea Meterai terbaru, denda hanya sebesar 100% dari
Bea Meterai kurang bayar.
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https://klikpajak.id/blog/dokumen-ssp-sebagai-bukti-penyetoran-pajak/

Bea Materai (7)
Sanksi Pidana

UNIVERSITAS

Sanksi Pidana akan diberikan kepada mereka yang:

‘Meniru / memalsukan materai, termasuk materai
elektronik/materai dalam bentuk lain

‘Menghilangkan tanda materai tidak dapat dipakai
lagi (rekondisi), yakni menggunakan materai bekas

‘Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan,
mempunyai persediaan materai palsu/rekondisi
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